BUPATI BENGKULU SELATAN

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN

NOMOR (o TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,"TUGAS POKOK
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

BUPATI BENGKULU SELATAN,

bahwa dalam rangka kebutuhan organisasi dan
optimalisasi pelaksanaan tugas  pelayanan oleh
pemerintah kabupaten terutama di bidang lingkungan
hidup, perlu dibentuk unit pelaksana teknis;

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (2)
Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 36 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan,
pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada hutuf a dan huruf b di atas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Bengkulu Selatan.

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkunigan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1091);

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun .1967 Tentang

Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
TLembaran Necara Renliblikk Indonesia Nomor 2R9IK).




Menetapkan

3.

10.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahmam

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatuwr

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terkhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang ﬁembahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18

Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 14);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan
dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 451);

. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06

Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun
2016 Nomor 9);

Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 36 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan.

MEMUTUSKAN :

. PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISAS],
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKULU
SELATAN
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b. penetapan tugas dan fungsi personel sesuai
dengan kompetensinya,;

c. pelaksanaarn standar kompetensi dan objektivitas
personel;

d. pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transportasi,
dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas
lingkungan;

e. pelaksanaan preparasi, . pengujian dan analisis
parameter kualitas lingkungan;

f. pelaksanaan validasi metode pengambilan contoh
uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan:

g. pelaksanaan klaim ketidakpastian pengujian;

h. pelaksanaan perawatan dan kalibrasi peralatan
laboratorium lingkungan;

1. pelaksanaan komitmen manajemen mutu sesuai
registrasi sertifikasi akreditasi; “

j.- pelaksanaan dokumentasi sistem manajemen mutu
laboratorium lingkungan;

k. penanganan pengaduan hasil pengujian;

pemberian layanan informasi kualitas lingkungan

hidup;

m. pelaksanaan inventarisasi sumber-sumber
emisi/ efluen di daerah;

n. pelaksanaan  pengawasan terhadap  industri
dengan mengambil sampel dan data-data lain;

0. penyiapan sarana dan prasarana pemantauan
lingkungan; ’

p. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di
lingkup UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup;
dan '

q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
atasan.

—

Bagian Kedua
Kepala UPTD
Pasal 6

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin,
mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan
tugas UPTD seésuai dengan Kebijakan tekinis yang
ditetapkan oleh Kepala Dinas;

(2) Uraian Tugas Kepala UPTD :

a. mengoordinasikan penyusunan rencana program
kerja dan kegiatan UPTD;

b. menyusun kebijakan teknis operasional UPTD;

c. melaksanakan pengoordinasian, pembinaan dan
pengarahan pelaksanaan kegiatan UPTD;

d. melaksanakan Kkoordinasi dengan Perangkat
Daerah dan atau Unit Kerja lain;

e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan
UPTD;

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
fiinosinva



BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana
Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan.

(2) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berbentuk UPT Laboratorium
Lingkungan Hidup Tipe A.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3

UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup adalah unsur
pelaksana teknis operasional daerah dipimpin oleh
seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 4

(1) Susunan organisasi UPTD terdini dari :
a. Kepala UPTD.
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
c. Kelompok Jabatan Fungsional.
d. Kelompok Jabatan Pelaksana.
(2) Struktur organisasi UPTD sebagaimana pada ayat (1)
tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
UPTD
Pasal 5

(1) UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai
tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di
bidang pengujian dan analisis laboratorium serta
pengembangannya dalam rangka penyajian data dan
informasi bidang lingkungan hidup.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana program dan kegiatan serta
anggaran UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup;
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Bagian Ketiga
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas
pokok melaksanakan pengelolaan kepegawaian,
keuangan, umum, perencanaan, evaluasi dan
pelaporan. )

(2) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha :

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata

Usaha;

b. melaksanakan pengelolaan administrasi
kepegawaian;

c. melaksanakan pengelolaan administrasi
keuangan;

d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan
kerumahtanggaan; '

¢. melaksanakan pengelolaan raskalh ditas dan
kearsipan;

f. melaksanakan pembinaan dan pengembangan
ketatalaksanaan;

g. mengoordinasikan penyiapan bahan

penyusunan rencana program kerja UPTD;

h. melaksanakan pengolahan data di lingkungan
UPTD;

i. mengoordinasikaan penyiapan bahan evaluasi
dan pelaporan pelaksanaan program kerja UPTD;

j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja
terkait;

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di
lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;

1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 8

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melakukan kegiatan sesuai dengan keahlian dan
keterampilan berdasarkan peraturan perundang
undangan yang berlaku.

(2) Kelompok Jabatan  Fungsional terdiri  dari
atas sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi
dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional
sesuai dengan bidang keahlianny4d.

(3) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional
Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional
senior.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkat
peraturan perundang undangan yang berlaku.

(5) Jumlah tenaga fungsional tertentu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan
lrehiriit1ithan Aamn hehan Lrearia



Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Pelaksana
Pasal 9

(1) Jabatan pelaksana memiliki tugas melaksanakan
kegiatan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan atau pembangunan di lingkungan
UPTD;

(2) Nama-nama dan uraian tugas jabatan pelaksana di
lingkungan UPTD ditetapkan oleh Kepala Dinas
sesuai hasil analisa jabatan.

BABV
TATA KERJA
Pasal 10

(1) UPTD dalam melaksanakan tugas wajib
menyelenggarakan koordinasi dengan instansi yang
secara fungsional memiliki hubungan kerja.

(2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan
tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi
dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing
maupun antar satuan organisasi.

Pasal 11

(1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

(2) Kepala UPTD menyampaikan laporan pelaksanaan
tugas kepada Kepala Dinas dan ditembuskan kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala.

Pasal 12

(1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin,
mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi
pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi
penyimpangan mengambil langkah yang diperlukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 13

(1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati.

(2) Pengisian jabatan pada UPTD diatur dengan
Keputusan Bupati dan  disesuaikan  dengan
kemampuan daerah.

(3) Kepala UPTD adalah jabatan eselon Va.

(4) Kepala Sub Bagian pada UPTD adalah jabatan eselon
IVb.
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang menge@ahuinya,f memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah  Kabupaten
Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal %0 —02 .. 2018

BUPATI BENGKULU SELATAN
dto
H. DIRWAN MAHMUD

Diundangkan di Manna
Pada tanggal 9o- o2 _ 2018

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

dto

Ir. H. NURMANSYAH SAMID
NIP. 19600303 198203 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2018
NOMOR /o

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM °

HEND I#ZONAN, SH
NIP. 19750825 200502 1 005



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN

NOMOR O TAHUN 2018

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS

DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPALA UPTD

KEPALA SUB BAGIAN

TATA USAHA

Kelompok Jabatan
Fungsional

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

HEND %ONAN, SH
NIP. 19750825 200502 1 005

Kelompok Jabatan
Pelaksana

BUPATI BENGKULU SELATAN

dto

H. DIRWAN MAHMUD
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